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SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lemabaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 4);

bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang dalam rangka
penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan, maka perlu
dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Lumajang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis
Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 Tentang
Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik
pegawai Negeri ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan
Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan
Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Bupati adalah Bupati Lumajang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.

Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
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13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diberi wewenang khusus
oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana
dan peraturan pelaksanaannya.

15. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang.

18. Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah
Kepolisian Resor Lumajang.

19. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi,
administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil..

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah
koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.

Pasal 3
Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di
Daerah.

Pasal 4
Sekretariat PPNS merupakan lembaga non struktural yang

berkedudukan di Satpol PP Kabupaten Lumajang.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI PPNS

Pasal 3

(1) Struktur kelembagaan Sekretarlat PPNS terdiri atas :

a. Pembina :  Bupati Lumajang.

b. Pengarah . Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.

c. Ketua :  Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Lumajang;

d. Sekretaris :  Sekretaris Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten
Lumajang;
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e. Koordinator operasional : Kepala Bidang Penegakan
Produk Hukum Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang;

f. Koordinator teknis penyidikan: Koordinator pengawas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Polisi Resort Lumajang;

g. Anggota : 1.Kepala Organisasi
Perangkat Daerah terkait
penegakan Peraturan
Daerah;

2. Kepala Bagian Hukum; dan

3. PPNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lumajang.

(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TUGAS SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

(1) Tugas Sekretariat PPNS melakukuan koordinasi, fasilitasi,
administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakkan
Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Wewenang Sekretariat PPNS;

. menugaskan PPNS dalam proses penyidikan;

. menerbitkan surat perintah penyidikan;

menyelenggarakan gelar perkara;

. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak terkait guna

kelancaran penyidikan;

e. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian
PPNS di Daerah;

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di Daerah;

g. melakukan pengendalian tugas PPNS di Daerah.
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Anggaran Operasional Sekretariat Pegawai Penyidik Negeri Sipil
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kabupaten ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dalam petunjuk teknis.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI LUMAJANG
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 17 Mei 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO,M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 45



